
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 4 2), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3790); 

· a. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tahunan telah diaudit oleh 
Akuntan Publik Sugeng Pamudji sebagaimana tertuang dalam surat 
Nomor KASP/ML-09/I/2015 dan telah disetujui dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR BKK dan PD. BKK 
se-Jawa Tengah tentang Pengesahan Perhitungan Hasil 
Usaha Tahun 2014 dan Pembagian Deviden Tahun 2015 
tanggal 30 Maret 2015; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan 
Pasal 220 ayat (5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan 
Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah, Laporan 
Pertanggungjawaban Tahunan disusun dan disampaikan Direksi 
kepada Walikota guna mendapatkan pengesahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Pengesahan Keputusan Direktur PD. BKK Sidorejo Kota Salatiga 
Nomor 61/BKK/III/2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Tahunan PD. Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Tahun 2014; 

WALIKOTA SALATIGA, 
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PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR \O TAHUN :l.0l'7 

WALIKOTA SALATIGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002 Nomor 121); 

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit 
Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi 
Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 139); 

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen 
Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009 
Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen 
Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 
Nomor 99); 

9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2010 Nomor 42); 

10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2013 tentang 
Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan 
Sidorejo Kota Salatiga Nomor 310/BKK/XII/2013 tentang Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Badan Kredit Kecamatan 
Sidorejo Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 
Nomor 41); 



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2.0\t; NOMOR \0 

1 YULIYANT 1 
Diundangkan di SalatiJ 
pada tanggal 11 N'\.t., 
SEKRETARISH'~~:'FY"iui.~~'A 

Ditetapkan di Salatiga 
---i:i~u.a;Qggal '15 ,(\.e.( '.20\ s 

ATIGA,t 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga. 

Pasal 1 
(1) Mengesahkan Keputusan Direktur PD. BKK Sidorejo Kota Salatiga 

Nomor 61/BKK/III/2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Tahunan PD. Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Tahun 2014, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

(2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), terdiri dari: 
a. Laporan Laba Rugi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan 

(PD.BKK) Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2014; dan 
b. Laporan Neraca Akhir Tahun Perusahaan Daerah Badan Kredit 

Kecamatan (PD .BKK) Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2014. 
(3) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), merupakan laporan kinerja Perusahaan Daerah Badan Kredit 
Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada Tahun 2014. 

Pasal 2 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

SALATIGA 
LAPORAN 

KREDIT 

DIREKTUR PD. BKK SIDOREJO KOTA 
NOMOR 61/BKK/III/2015 TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN PD. BADAN 
KECAMATAN SIDOREJO TAHUN 2014. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN 


